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Abstrak 
          Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pelaksanaan inovasi 
pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Dengan 
adanya pelayanan publik melalui program inovasi yang dilakukan diharapkan dapat 
meningkatkan pencapaian dalam pembagian akta kematian serta akta kelahiran. 
Penelitian jenis ini berkulitatif dengan menggambarkan implementasi inovasi pelayanan 
publik SI SAKTI dan SI BULAN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Magelang. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Dalam pengumpulan data digunakan 
teknik wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan pengurangan data, 
umpan data, dan gambar kesimpulan. Hasil kajian yang menggambarkan pelaksanaan 
inovasi pelayanan publik berupa SI SAKTI (siap menyampaikan akta kematian) dan SI 
BULAN (mother action home carrying akta kelahiran) menunjukkan hasil positif dalam 
pembagian akta kematian dan akta kelahiran sesuai Disdukcapil Kota Magelang, selain 
informasi sosialisasi tentang inovasi yang telah disampaikan melalui website dan 
kelurahan dalam kepemilikan data pribadi seperti kepemilikan Sertifikat. Kepemilikan data 
pribadi meningkat dari bulan sebelumnya setelah inovasi ini diterapkan.  
 
Kata Kunci : implementasi inovasi; pelayanan publik; akta kelahiran; akta kematian. 
Abstract 
            The purpose of the research is to find out the implementation of public service 
innovation in the Civil Population and Recording Office of Magelang. With the public 
service through the innovation program carried out is expected to increase the 
achievement in the distribution of death certificates as well as birth certificates. This type 
of research is qualitative by describing the implementation of SI SAKTI and SI BULAN 
public service innovations in the Civil Population and Recording Office of Magelang. This 
type of research is a case study. In data collection used interview and observation 
techniques. Data analysis techniques use data reduction, data feed and conclusion 
drawing. The results of the study describing the implementation of public service 
innovations in the form of SI SAKTI (ready deliver death certificates) and SI BULAN 
(mother action home carrying birth certificate) showed positive results in the distribution 
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of death certificates and birth certificates according to the Disdukcapil Magelang city, in 
addition to socialization information about innovations that have been conveyed through 
the website and the village in the ownership of personal data such as ownership of death 
certificate and birth certificate. Ownership of personal data increased from the previous 
month after this innovation was implemented.  
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PENDAHULUAN 
 Setiap warga negara memiliki hak 
atas pelayanan dasar untuk memiliki 
identitas kewarganegaraan yang sah. 
Pelayanan administrasi kependudukan 
menjadikan salah satu pelayanan yang 
memberikan sebuah kewajiban untuk 
membuat dan melayani masyarakat dengan 
menciptakan identitas kewarganegaraan. 
Landasan pelaksanaan pelayanan 
administrasi kependudukan telah diatur 
didalam (UU Nomor 23 Tahun 2006) dan 
kemudian direvisi dalam Undang-undang 
Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan 
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan. 
Pelayanan administrasi kependudukan 
memiliki beragam pelayanan berkaitan 
dengan kepemilikan data diri warga negara 
selama masyarakat lahir hingga masyarakat 
meninggal dunia. Pelayanan administrasi 
kependudukan merupakan kegiatan 
pelayanan kompleks mencakup penataan 
dan penertiban dalam penerbitan dokumen 
dan data kependudukan melalui 
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 
pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan serta pendayagunaan 
hasilnya untuk pelayanan publik dan juga 
sektor pembangunan lainnya.  
Menurut (UU Nomor 25 Tahun 2009) 
tentang pelayanan publik menjelaskan 
bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau 
serangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
dengan Peraturan Perundangundangan bagi 
setiap warga negara dan penduduk atas 
barang/jasa, dan atau pelayanan administratif 
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. Sebagai implementasi Undang Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 pasal 7 ayat (4) huruf c, 
tentang pelayanan publik, maka ditetapkan 
pada tahun 2014 sebagai tahun inovasi 
pelayanan publik sebagai upaya memfokuskan 
kebijakan dan implementasi kebijakan terarah, 
mendalam dan berkesinambungan dalam 
membangun inovasi pelayanan publik di 
lingkungan kementerian/ lembaga/ pemerintah 
daerah yang diharapkan akan mendorong 
percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. 
Sebagai pelayanan publik dengan memegang 
sebuah prinsip – prinsip profesionalisme dan 
etika seperti akuntabilitas, integritas, netralitas, 
efektifitas, efisiensi, dan keadilan bagi semua 
penerima pelayanan. (Krishardianto, TH, and 
Subarno 2012) 
Pelayanan publik adalah bagian dari 
layanan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah, dari pemerintah pusat, provinsi 
maupun daerah sesuai level dan jenis 
pelayanan yang diberikan. Hal ini sesuai 
dengan apa yang disebutkan dalam Keputusan 
Menpan No. 63/Kep/M.PAN/7/2003 dimana 
penyelenggaraan pelayanan publik merupakan 
salah satu fungsi utama dalam 
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penyelenggaraan pemerintah yang menjadi 
kewajiban aparatur pemerintah. Disebutkan  
juga bahwa pengertian  pelayanan publik 
adalah  segala  kegiatan  pelayanan  yang 
dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  
sebagai  upaya pemenuhan  kebutuhan 
orang,  masyarakat, instansi  pemerintah  
dan  badan  hukum  maupun  sebagai 
pelaksananan  ketentuan  peraturan  
perundang-undangan. Tuntutan masyarakat 
untuk   mendapatkan   pelayanan   publik   
yang   berkualitas,   berprosedur   jelas, 
dilaksanakan   dengan  segera,   dan 
dengan   biaya   yang   pantas,  telah  terus 
mengedepan  dari  waktu  ke  waktu.  
Tuntutan  ini  berkembang  seiring  dengan 
peningkatan kesadaran bahwa warga 
negara dalam kehidupan bernegara bangsa 
yang demokratis memiliki hak untuk dilayani 
(Marom, 2015) 
Implementasi menurut teori Jones 
(Mulyadi, 2015:45): “Those Activities 
directed toward putting a program into 
effect” (proses mewujudkan UNIVERSITAS 
MEDAN AREA 12 program hingga 
memperlihatkan hasilnya), sedangkan 
menurut Horn dan Meter: “Those actions by 
public and private individual (or group) that 
are achievement or objectives set forth in 
prior policy” (tindakan yang dilakukan 
pemerintah). Jadi implementasi adalah 
tindakan yang dilakukan setelah suatu 
kebijakan ditetapkan. Implementasi 
merupakan cara agar sebuah kebijakan 
dapat mencapai tujuannya. Sedangkan 
menurut Horn  (Tahir, 2014:55), “mengartikan 
implementasi sebagai tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-
pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah 
atau swasta yang diarahkan pada pencapaian 
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 
kebijakan”. 
 Suatu instansi yang bertugas dan 
bergerak di bidang pelayanan publik salah 
satunya, yaitu Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas 
menyediakan pelayanan kepada masyarakat 
terkait dalam kepengurusan berupa kartu 
tanda peduduk (KTP), akte kelahiran, akta 
kematian dan juga akta pernikahan bagi non 
muslim. Pada dasarnya masyarakat setiap saat 
selalu menuntut mendapatkan pelayanan 
publik yang baik dari birokrat, meskipun 
tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan 
harapan karena pada kenyataannya pelayanan 
publik yang terjadi selama ini masih bercirikan 
berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. 
(Yuriawati, 2014). Alasan  mendasar  mengapa  
pelayanan  publik  harus  wajib memiliki sikap 
mental dan perilaku yang mencerminkan 
keunggulan watak, keluharan budi, dan asas 
etis. Ia wajib mengembangkan diri sehingga 
sungguh-sungguh memahami, menghayati, 
dan menerapkan berbagai asas etis. (Maani, 
2010) 
Menurut (Putri & Mutiarin, 2018) Inovasi 
kebijakan publik diadopsi tidak hanya sebagai 
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lingkungan organisasi, melainkan juga untuk 
mereduksi label “negatif” yang disematkan 
kepada birokrasi. Salah satu tujuan dari 
inovasi kebijakan publik adalah peningkatan 
kualitas pelayanan publik.  Sedangkan 
menurut Damanpour dalam Suwarno, 
(2008: 9) mengatakan bahwa pelayanan 
inovasi dapat berupa produk atau jasa yang 
baru, teknologi yang baru, teknologi proses 
produksi yang baru, sistem struktur dan 
administrasi baru atau rencana baru bagi 
anggota organisasi. Selain itu menurut  
(Wahab & Abdul, 2003:45) beberapa unsur-
unsur penerapan antara lain : a) adanya 
program yang dilaksanakan, b) adanya 
kelompok target, yaitu masyarakat yang 
menjadi sasaran dan diharapkan akan 
menerima manfaat dari program tersebut, 
c) adanya pelaksanaan, baik organisasi atau 
perorangan yang bertanggung jawab dalam 
pengelolaan, pelaksanaan maupun 
pengawasan dari proses penerapan 
tersebut.  
Salah satu pelayanan terhadap 
masyarakat yaitu mengelola sebuah 
pelayanan penduduk yang menjadi 
tanggung jawab pemerintah kota atau 
kabupaten.  Dimana dalam pelaksanaannya 
diawali dari desa atau kelurahan selaku titik 
awal pendaftaran penduduk, hingga setiap 
warga terdaftar secara administrasi sebagai 
warga Negara Indonesia dan sesuai dengan 
Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan. Namun 
pada pelaksanaannya di lapangan ternyata 
didapati berbagai kelemahan system 
kependudukan pada waktu itu, seperti halnya 
pada system kependudukan yang mengelola 
data kependudukan. (Rahmawati, and 
Suryawati 2017).  
Berdasarkan latar belakang masalah di 
atas, Studi ini ingin menjawab bagaimana 
efektivitas inovasi Si Sakti dan Si Bulan pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Magelang. Studi ini bertujuan untuk 
memaparkan seberapa baik penerapan dari 
inovasi Si Sakti dan Si Bulan pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Magelang. Penerapan inovasi pelayanan publik 
berupa program e-KTP di Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Magelang terdiri dari 
SI SAKTI (Aksi Siap Antar Akta Kematian) dan 
SI BULAN (Aksi Ibu Pulang Bawa Akta 
Kelahiran) sebagai sebuah langkah layanan 
yang diluncurkan awal Januari 2020.  
KAJIAN PUSTAKA 
 Konsep good governance  muncul 
karena adanya ketidakpuasan pada kinerja 
pemerintah yang memiliki sebuah kewajiban 
untuk penyelenggara urusan publik. Pelayanan 
publik menjadikan tolak ukur menjadi tolak 
ukur kinerja pemerintah melalui birokrasi. 
Perbaikan kinerja pelayanan publik menjadi 
motor utama dan dianggap penting oleh semua 
actor dari unsur good governance. Menurut 
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(Siti Maryam 2016) pada jurnal 
Mewujudkan Good Governance melalui 
Pelayanan Publik menjelaskan Ada tiga 
alasan penting yang melatarbelakangi bahwa 
pembaharuan pelayanan publik dapat 
mendorong praktik good governance di 
Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja 
pelayanan publik dinilai penting oleh 
stakeholders, yaitu pemerintah, warga, dan 
sektor usaha. Kedua. Pelayanan publik 
adalah ranah dari ketiga unsur governance 
melakukan interaksi yang sangat intensif. 
Ketiga, nilai-nilai yang selama ini 
mencirikan praktik good governance 
diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata 
melalui pelayanan publik. 
 Kajian inovasi selama ini 
menunjukkan bahwa proses inovasi juga 
tidak sesederhana seperti 
menerjemahkannya dengan membawa 
kebaruan saja, namun justru lebih kompleks 
dari hal tersebut karena melibatkan banyak 
aspek terutama di sektor publik. 
(Munksgaard et al. 2012) menunjukkan 
pada jurnal Open Innovation in Public-
Private Partnerships? bahwa "Successful 
innouation is the creation and 
implementation of new process, products, 
seruices, and methods of deliuery which 
result in significant improuements in 
outcotnes fficiency, effectiueness or 
quality." Inovasi yang berhasil merupakan 
kreasi dan implementasi dari proses, 
produk, layanan, dan metode pelayanan 
baru yang merupakan hasil pengembangan 
nyata dalam hal efisiensi, efektivitas atau 
kualitas hasil. Apa yang ditunjukkan oleh 
(Munksgaard et al. 2012) tersebut 
membuktikan bahwa inovasi telah berkembang 
jauh dari pemahaman awal yang hanya 
mencakup inovasi dalam hal produk (products 
dan services) dan proses semata. Menurut  
(Miles, Halvorsen, Hauknes, & Roste, 2005) 
pada penelitian dengan judul “Innovation in 
the public sector on the differences between 
public and private sector innovation.” 
Menjelaskan bahwa terdapat sebuah tipologi 
inovasi sektor publik. Inovasi di sektor publik 
dapat dibagi menjadi beberapa jenis: 1). 
Inovasi produk pelayanan, 2). Inovasi proses 
pelayanan, 3). Inovasi metode pelayanan, 4). 
Inovasi kebijakan, 5). Inovasi sistem. Inovasi 
dapat diberi label dengan cara-cara berikut: 1). 
Inovasi inkremental—inovasi radikal 
(menunjukkan tingkat kebaruan, dalam industri 
sebagian besar inovasi dapat dianggap 
perbaikan inkremental dari produk yang sudah 
ada, proses atau layanan), 2). Inovasi top-
down—inovasi bottom-up (menunjukkan siapa 
yang telah memulai proses yang mengarah 
pada perubahan perilaku, " atas" – yang 
berarti manajemen atau organisasi atau 
institusi yang lebih tinggi hierarki - atau 
"bagian bawah" - yang berarti "pekerja di 
lantai pabrik", dalam hal ini pegawai negeri, 
PNS dan pembuat kebijakan tingkat 
menengah), 3). Inovasi yang dipimpin 
kebutuhan dan inovasi yang dipimpin efisiensi 
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dimulai untuk menyelesaikan masalah atau 
untuk membuat produk, layanan, atau 
prosedur yang sudah ada lebih efisien). 
Berdasarkan Pedoman Umum inovasi 
pada administrasi negara menurut (Anggara 
2014) novasi memiliki kriteria sebagai 
berikut : 1). Adanya Kebaharuan, 2). 
Memiliki Kemanfaatan, 3). Memberikan 
Solusi, 4). Keberlanjutan, 5). Dapat 
direplikasikan, dan 6). Kompatibilitas. 
Kemudian inovasi menjadi salah satu 
strategi pemerintah untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik di Indonesia. 
Melalui komitmen pemerintah Indonesia, 
kemudian mendorong berbagai sektor untuk 
melaksanakan reformasi dalam birokrasi 
publik.  
 Inovasi yang dielaborasi mendalam 
(Miles 2005) menjelaskan bahwa 
karakteristik inovasi pada sektor publik 
relative berbeda dengan inovasi yang 
dijalankan pada sektor bisnis. Dijelaskan 
sebagai berikut : 1). Prinsip peorganisasian 
dengan inovasi sektor publik mengacu pada 
penegakann kebijakan publik. 2). Struktur 
organisasi dan sistem organisasi pada sektor 
publik yang kompleks, maka inovasi harus 
disesuaikan dengan situasi kompleks 
tersebut. 3). Ukuran kinerja pada inovasi 
sektor publik memiliki indikator dan target 
kinerja yang banyak. Dengan berinovasi 
memiliki keuntungan yaitu sangat sulit 
diukur. 4). Isu manajemen pada inovasi 
sektor publik menempatkan manajer pada 
situasi tekanan politik. Inovasi memerlukan 
persetujuan politik. 5). Hubungan dengan end-
users pada sektor publik yaitu masyarkat atau 
warga negara sebagai end-users. Inovasi 
biasanya tidak didorong oleh faktor end-users. 
6). Rantai suplay pada inovasi sektor publik 
lebih kepada menentukan standar. 7). SDM 
pada inovasi sektor publik memiliki motif 
idealis. Inovasi kadang dilihat sebagai 
ancaman, kadang juga sebagai diadopsi 
perbaikan pelayanan pelayanan publik. 8). 
Sumber pengetahuan pada sektor publik 
sangat banyak namun relative kaku. Jenis 
inovasi di beberapa bagian berbeda. 9). 
Horizon waktu pada sektor publik kebanyakan 
Long-term. Kesulitan dalam mengetahui 
konsekuensi dari sebuah inovasi. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian diartikan sebagai suatu 
prosespengumpulan data dan analisis data 
yang dilakukan secara sistematis dan logis 
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 
Pengumpulan dan analisis data menggunakan 
metode-metode ilmiah, baik yang bersifat 
kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental 
maupun noneksperimental, interaktif maupun 
noninteraktif. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Menurut I Made Winartha 
(2006:155), metode analisis deskriptif kualitatif 
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adalah menganalisis, menggambarkan, dan 
meringkas berbagai kondisi, situasi dari 
berbagai data yang dikumpulkan berupa 
hasil wawancara atau pengamatan 
mengenai masalah yang diteliti yang terjadi 
di lapangan. Sedangkan menurut Sugiono 
(2008:14) merupakan metode analisis yang 
berlandaskan pada filsafat post positivism, 
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 
yang alamiah, dimana penelitian adalah 
sebagai instrument kunci. Hasil penelitian 
kualitatif lebih menekankan makna daripada 
generalisasi. Metode penelitian ini sering 
digunakan untuk meneliti pada kondisi 
obyek yak alamiah yakni okyek yang 
berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi 
oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak 
dipengaruhi oleh dinamika obyek tersebut 
dimana peneliti adalah instrument kunci.  
Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Magelang. Pemilihan objek penelitian ini 
dengan pertimbangan lokasi berada di 
Magelang, karena dalam penelitian ini ingin 
mencari tentang penerapan SPIP pada 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Magelang. Waktu yang digunakan 
dalam peneletian ini menggunakan waktu  
magang selama 1 bulan dari tanggal 13 
Januari 2020 sampai dengan 13 Februari 
2020. Dalam kebutuhan pengumpulan data, 
peneliti melakukan pengumpulan data 
primer yaitu data empiris yang diperoleh 
dari infroman berdasarkan hasil wawancara. 
Informan berdasarkan hasil wawancara pada 
penelitian ini adalah Kepala Bidang 
Kependudukan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Magelang, Sekretaris 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Magelang, Kasubag Perencanaan dan 
Keuangan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Magelang, Kepala Bidang 
Pendataan dan Informasi Penduduk Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Magelang, masyarakat/penduduk yang sedang 
mengurus e-KTP.   
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penerapan inovasi pelayanan publik 
berupa program pelayanan inovasi di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Magelang terdiri dari SI SAKTI (Aksi Siap Antar 
Akta Kematian) sebagai sebuah langkah dalam 
mempercepat penerbitan kutipan akta kematian 
dan mendistribusikan kepada pihak keluarga 
sebelum jenazah dikebumikan. Pelayanan ini 
juga sebagai harapan dalam pencapaian target 
yang diinginkan sesuai dengan rencana kerja 
Disdukcapil kota Magelang.  
Pelayanan tersebut telah diluncurkan 
pada awal Januari 2020 tepatnya pada tanggal 
2 Januari 2020. Dimana kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
menjelaskan bahwa melalui layanan ini petugas 
atau kader Disdukcapil akan menyerahkan 
secara langsung kutipan akta kematian ke pihak 
keluarga yang berduka. Salah satu caranya 
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ada di Kota Magelang untuk segera 
menginput data atau mengonfirmasikan 
lewat media chat Disdukcapil Kota Magelang. 
Dengan diterbitkannya akta kematian 
tersebut juga akan dibarengi dengan 
dikeluarkannya Kartu Keluarga (KK) terbaru, 
dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik 
milik suami atau istri yang ditinggal. Semua 
dokumen tersebut telah mengalami 
perubahan elemen data. 
Adapun aplikasi yang telah 
disosialisasikan pada bulan Desember 2019 
dengan kelurahan untuk membantu tujuan 
meningkatkan capaian kepemilikan Kutipan 
Akta Kematian. Sebab sejauh ini masih 
tergolong rendah dibandingkan dokumen 
lainnya. Menurut data yang dimiliki 
Disdukcapil Kota Magelang, capaian Kutipan 
Akta Kematian tercatat 93,51% atau sekitar 
7.495 jiwa. Faktor minimnya tingkat 
kesadaran masyarakat dalam peduli akan 
kepentingan kepemilikan Akta Kematian bagi 
anggota keluarga. Sebagaimana Akta 
Kematian sangat diperlukan sebagai salah 
satu syarat pendukung dokumen atau berkas 
dalam keperluan mengurus warisan, taspen, 
maupun asuransi. 
Selain penerapan program SI SAKTI, 
inovasi yang dijalankan oleh Disdukcapil Kota 
Magelang dengan meluncurkan program SI 
BULAN (Aksi Ibu Pulang Bawa Akta 
Kelahiran). Program inovasi ini merupakan 
sebuah program yang dijalankan dengan 
melakukan kerjasama antara Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Magelang dengan rumah sakit yang berada 
dikawasan Kota Magelang. Mekanisme 
pelayanan ini dilakukan dengan jemput bola, 
dimana ketika keluarga usai kelahiran buah hati 
akan di sempurnakan dengan diberikannya Akta 
Kelahiran. 
Dalam kegiatan berjalannya inovasi SI 
BULAN, baru dapat berjalan pada awal bulan 
Maret 2020 dimana disebabkan masih kurang 
berperan aktif dari pihak rumah sakit dalam 
menjalankan mekanisme atau prosedur yang 
telah disosialisasikan oleh pihak Disdukcapil 
Kota Magelang kepada pihak rumah sakit di 
Kota Magelang. Ketika pihak rumah sakit aktif 
dalam mendorong keluarga yang dalam masa 
kelahiran untuk segera memiliki data diri anak. 
Dengan begitu mereka akan berfikir bahwa 
dengan melalui inovasi ini akan membuat 
mereka lebih mudah dan efektif dalam 
mengurusnya tanpa dating langsung ke kantor 
Disdukcapil Kota Magelang.   
Melalui hubungan kerjasama ini dapat 
membuat hubungan simbiosis mutualisme 
antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Magelang dan pihak rumah sakit. 
Disdukcapil dapat meningkatkan cakupan 
kepemilikan dokumen kependudukan paling 
mutakhir berupa Akta Kelahiran, KIA dan KK 
baru bagi keluarga. Sedangkan rumah sakit 
akan mempunyai nilai tambah berupa, 
memberikan layanan tambahan pengurusan 
 
 
Hal 173-183   
 
Yoshandi Rendra Prastya. Implementasi Si Sakti dan Si Bulan Sebagai Renja Pada Dinas 
Kependudukan Dan  Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang Tahun 2020 
  
 
dokumen kependudukan secara gratis 
kepada pasiennya. 
Persyaratan mutlak yang harus 
dipenuhi terkait pelayanan ini adalah bagi 
pihak keluarga sudah harus menyiapkan 
nama bagi anak yang baru lahir, karena 
nantinya akan diinput oleh petugas rumah 
sakit melalui layanan online dari Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Magelang. Apabila sudah didaftarkan secara 
online maka akan diproses penerbitan akta 
kelahirannya dan setelah dicetak akan 
diantarkan ke rumah sakit. Sedangkan syarat 
lainnya adalah fotokopi KTP orang tua, buku 
nikah dan KK asli yang dilengkapi pengantar 
RT/RW karenan anak yang baru lahir belum 
terdata dalam database kependudukan. 
Persyaratan ini akan ditukar pada saat akta 
kelahiran yang tercetak diserahkan oleh 
petugas Disdukcapil kepada rumah sakit dan 
diteruskan kepada keluarga atau ibu yang 
bersalin. 
Dengan diberlakukan kedua inovasi 
ini, diharapkan bahwa Disdukcapil dapat lebih 
dekat terhadap masyrakat melalui program 
antar akta kematian dan juga antar akta 
kelahiran. Selain itu juga lebih memudahkan 
kepada masyrakat dalam kepengurusan data 
diri seseorang berupa akta kematian dan 
akta kelahiran. Dimana dengan mekanisme 
online untuk SI SAKTI dengan bantuan 
kelurahan sekitar dan juga mekanisme online 
beserta bantuan dari pihak rumah sakit untuk 
mekanisme SI BULAN. Diharapkan akan 
meningkatkan capaian kepemilikan kutipan akta 
kematian yang masih rendah dibandingkan 
dengan dokumen lainnya. 
Melalui program inovasi Disdukcapil 
Kota Magelang memberikan respon yang baik 
oleh masyarakat, dengan adanya respon 
tersebut secara langsung menggambarkan 
kemampuan organisasi publik dalam 
menjalankan misi, visi serta tujuannya 
khususnya dalam pemenuhan kebutuhan 
pelayanan kepada masyarakat. Dengan 
memunculkan respon dari masyarakat yang 
baik maka mendorong kinerja organisasi yang 
dapat sebagai motivasi dalam terus 
memberikan pelayanan yang lebih baik dan 
selalu memberikan nilai manfaat secara 
berkelanjutan seperti dengan penerapan 
program inovasi yang menjawab permasalahan 
kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian. 
Menurut informasi yang disampaikan 
oleh kepala instansi Disdukcapil Kota Magelang 
yang ditarget pada tahun 2020 bahwa distribusi 
akta kematian dan akta kelahiraan dapat 
didistribusikan lebih dari 1000 akta. Menurut 
data yang dimiliki pelayanan Disdukcapil Kota 
Magelang pada tanggal 19 November 2020  
telah didistribusikan akta kematian sebesar 
1.204 akta kematian yang sebelumnya pada 
tahun 2019 selama satu periode waktu berjalan 
hanya dapat mendistribusikan akta kematian 
sebesar 546 akta kematian yang dapat 
didistribusikan. Sedangkan pada pendistribusian 
akta kelahiran pada 2019 hanya dapat 
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mengalami peningkatan pendistribusian akta 
kelahiran pada tahun 2020 pada semua bulan 
hingga pada tanggal update data terbaru 19 
November 2020 dengan jumlah distribusi 
akta kelahiran hingga 1.553 akta kelahiran. 
Dengan diberlakukan kedua inovasi ini, 
diharapkan bahwa Disdukcapil Kota Magelang 
dapat lebih dekat terhadap masyrakat melalui 
program antar akta kematian dan juga antar 
akta kelahiran. Selain itu juga lebih 
memudahkan kepada masyrakat dalam 
kepengurusan data diri seseorang berupa 
akta kematian dan akta kelahiran. Dimana 
dengan mekanisme online untuk Si Sakti 
dengan bantuan kelurahan sekitar dan juga 
Si Bulan juga menggunakan mekanisme 
online dengan bantuan dari pihak rumah 
sakit. Diharapkan akan meningkatkan 
capaian kepemilikan kutipan akta kematian 
yang masih rendah dibandingkan dengan 
dokumen lainnya. 
Dalam tipologi inovasi sektor publik 
disdukcapil kota magelang merupakan 
bentuk inovasi produk pelayanan yang 
dinamakan si sakti (siap antar akta kematian) 
dan si bulan (ibu pulang membawa akta 
kelahiran). Melalui inovasi produk pelayanan 
tersebut yang dikeluarkan oleh kepala 
instansi disdukcapil kota magelang sebagai 
langkah distribusi akta dalam rangka 
menyadarkan masyarakat pentingnya 
kepemilikan akta kelahiran dan akta 
kematian. Jenis lain yang kini juga 
berkembang adalah inovasi dalam interaksi 
system yang mencakup cara baru atau yang 
diperbarui dalam berinteraksi dengan aktor-
aktor lain atau dengan kata lain adanya 
perubahan dalam tata kelola pemerintahan 
(changes in governance). 
 Dengan program inovasi yang 
dikeluarkan oleh disdukcapil kota magelang 
merupakan inovasi transformatif karena 
merupakan perubahan dalam upaya 
peningkatan distribusi akta kelahiran dan akta 
kematian karena dalam capian distribusinya 
dokumen pelayanan dalam kinerja masih 
rendah. Inovasi ini membutuhkan waktu yang 
lama untuk memperoleh hasil yang diinginkan 
dan diperlukan perubahan mendasara dalam 
susunan sosial, budaya, dan organisasi. Inovasi 
ini sejalan dengan perubahan menuju organisasi 
pembelajaran dari konsep senge dan 
pengembangan core capability menurut (Borton 
2014) yang merupakan dua contoh upaya 
menuju inovasi transformatif.  
Dalam konsep yang berbeda, inovasi 
juga dapat dibedakan dalam dua kategori yakni 
sustaining innovation dan discontinues 
(disruptiue) innovation (Christensen and 
Laegreid 2001). Sustaining innovation (inovasi 
terusan) merupakan proses inovasi yang 
membawa perubahan baru namun dengan tetap 
mendasarkan diri pada kondisi pelayanan dan 
system yang sedang berjalan atau produk yang 
sudah ada. Sementara itu discontinues 
innovation (inovasi terputus) merupakan proses 
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inovasi yang membawa perubahan yang 
sama sekali baru dan tidak lagi berdasar 
pada kondisi yang sudah ada sebelumnya. 
Inovasi jenis kedua ini membawa pelayanan 
atau produk yang berbeda, pengguna 
layanan yang berbeda, dan bahkan 
membutuhkan sumber dayayang berbeda 
pula. Dalam kategori inovasi yang dijalankan 
Disdukcapil Kota Magelang merupakan jenis 
inovasi sustaining innovation atau inovasi 
terusan dari inovasi yang telah ada. Pada 
tahun 2017 terdapat inovasi Sistem Informasi 
Manajemen Kelurahan (Simkel) yang 
merupakan inovasi dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan akta kematian dengan 
prinsip stetsel aktif yang melibatkan petugas 
kelurahan. Dengan dikeluarkan Inovasi SI 
SAKTI dan SI BULAN merupakan inovasi 
perubahan baru namun masih berdasarkan 
pada produk yang sudah ada yaitu SIMKEL. 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Pelayanan SI SAKTI telah diluncurkan 
pada awal Januari 2020 tepatnya pada 
tanggal 2 Januari 2020. Dengan 
diterbitkannya akta kematian tersebut juga 
akan dibarengi dengan dikeluarkannya Kartu 
Keluarga (KK) terbaru, dan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) Elektronik milik suami atau 
istri yang ditinggal. Semua dokumen tersebut 
telah mengalami perubahan elemen data.  
Melalui program SI SAKTI maka 
pelayanan memberikan masyarakat kepuasan 
sehingga akan merasa dekat dengan pelayanan 
antar akta kematian secara langsung kepada 
pihak keluarga terkait.  Melalui pelayanan yang 
sigap dan tanggap atas respon masyarakat akan 
membawa indeks kepuasan masyarakat atas 
kinerja pelayanan publik. Program SI BULAN 
juga dapat mengatasi pendataan sepertihalnya 
SI SAKTI secara cepat terhadap respon 
masyarakat. Dengan begitu kepemilikan data 
diri yang dimulai sejak dini dapat terlaksana dan 
terus terjaga kemudian dapat dikembangkan 
melalui program peningkatan pelayanan yang 
lebih baik.  
Untuk mengoptimalkan inovasi tersebut 
perlu Meningkatkan kinerja kerjasama dengan 
kelurahan untuk penerapan SI SAKTI dan 
peningkatan kinerja kerjasama dengan pihak 
rumah sakit untuk penerapan SI BULAN  dan 
juga masyarakat harus ikut berperan aktif 
dalam kesadaran untuk memenuhi setiap 
identitas diri maupun indentitas pada setiap 
anggota keluarga.  
Kelemahan dari kedua system inovasi 
yang dijalankan oleh pihak Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang ini mungkin 
belum dapat dilihat karena masih pada tahap 
awal dan masih dilaksanakan pada awal tahun 
2020, namun juga saya melihat melalui hasil 
observasi dimana masyarakat harus ikut 
berperan aktif dalam kesadaran untuk 
memenuhi setiap identitas diri maupun kelurga. 
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kelurahan untuk penerapan SI SAKTI dan 
peningkatan kinerja kerjasama dengan pihak 
rumah sakit untuk penerapan SI BULAN akan 
memberikan sebuah keuntungan kepada 
keduabelah pihak, dimana akan memiliki 
pengelolaan data masyrakat. 
B. KETERBATASAN DAN SARAN  
Keterbatasan dalam penelitian ini 
dapat dilihat pada metode pengumpulan 
data. Pada metode ini sumber hasil dari 
pengumpulan dan perhitungan data selama 
tahun berjalan masih belum dapat dilakukan. 
Karena, dalam penelitian ini program yang 
dijalankan yaitu Si Sakti dan Si Bulan masih 
pada tahap awal yang masih dalam proses 
perkembangan. Selain itu juga pencarian 
data yang diarahkan pada pencarian mean, 
presentase atau modus yang diharapkan 
belum dapat dilakukan. Karena analisis data 
hanya dapat dipenuhi apabila semua data 
telah terkumpul. 
Untuk saran dari peneliti untuk 
penelitian berikutnya mungkin dapat 
dilakukan penelitian menggunakan teknik 
dalam pengumpulan data melalui pencarian 
data yang diarahkan pada pencarian mean , 
presentase atau modus dari tingkat 
pencapaian program yang dilaksanakan 
selama beberapa bulan atau beberapa tahun. 
Dalam analisis data dapat dilakukan dengan 
mencari semua data yang dibutuhkan seperti 
penilaian program dari masyarakat atau bisa 
melalui mekanisme pengolahan data yang 
dimiliki oleh pihak disdukcapil. 
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